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Reformasi Peraturan
Perundang-Undangan:
Menjaga Konsistensi Hirarki
dan Muatan Materi Hukum

Wendra Yunaldi

Fakultas Hukum UMSE Kampus Bukittinggi, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjanag,
Kota Bukittinggl (wendrayunaldi78@gmail.com)

A. Latar Belakang Permasalahan dan Metode Penelitian

1.

Latar Belakang Permasalahan

Peraturan  perundang-undang  dibuat oleh
negara dalam rangka memberi garis pedoman terhadap
pelaksanaan fungsi dari kewenangan negara serta
menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Cita ideal
negara hukum meniscayakan hukumlah yang memberikan
yang melegitimasi seluruh tindakan dan perbuatan
halal yang dibuat baik oleh negara maupun masyarakat.
Sekalipun hal tersebut juga membuat pengertian Indonesia
sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) tidak
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hanya berhenti pada pengertian bahwa segala sesuatu
senantiasa harus berdasarkan hukum,®

@’usepsi negara hukum vyang ditegaskan oleh
Pasal 3 UUD Tahun 1945 “ negara Indonesia adalah negara

hukum”., Hukum menjadi panglima untuk mengomandoi
seluruh aspek lalu lalang kehidupan individu, masyarakat
dan negara dengan berbagai institusinya. Oleh karenanya,
hukum bersifat objektif d keseluruhan realitas
kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bentuk tertulis
(written) maupun tidak tertulis (unwritten)

Dalam klausul menimbang 9U No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan
disebutkan :

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia
sebagai negara hukum, negara berkewajiban
melaksanakan pembangunan hukum nasional
yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan dalam sistem hukum nasional
yang menjamingaelindungan hak dan kewajiban
segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
Penegasan adanya keinginan untuk

mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum melalui
pembangunanhukumnasional yang terencana, terpadudan
berkelanjutan di dasarkan atas kehendak UUD Tahun 1945,
di samping untuk mempertegas amanat konstitusi, terlebih
lagi dengan pemikiran negara hukum menjadi komitmen
negara untuk menertibkan dan sekaligus mewujudkan
kepaduan hukum bagi masyarakat. Hukum karenanya

¥ Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dolam Sorotan: Undang-Undang No. 10
tahun 2004 tentong Pembentukon Peraturan Perundang -undangan, 2005, PT Tatanusa, Jakarta, him. 1
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menciptakan ketertiban dan sekaligus kesingkronan
kebijakan-kebijakan di antara lembaga-lembaga negara.

Kesingkronan atau ketertiban hukum menjadi
niscaya karena hukum benar-benar memberikan
acuan baku terkait dengan apa dan bagai a negara
melaksanakan kewajibannya. Dengan hirarki perundang-
undangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU No. 12 Tahun
2011, jenis dan muatan materi hukum bersifat hirarkis
dalam kaidah hukum tertinggi menjadi acuan bagi hukum di
bawahnya yang lebih rendah hirarkisnya. Dalam persfektif
stufantheori, hukum di bawah yang lebih rendah tidak
boleh membatasi, menghalangi, dan mengaburkan muatan
materi yang telah ditetapkan oleh hukum yang lebih tinggi
agar terdapat konsistensi serta kepastian hukum dalam

pengaturan muatan materinya.

Ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh undang-undang No. 11 Tahun
2012, ketujuh peraturan tersebut bersifat piramida yang
menegaskan peraturan di bawah tidak boleh melanggar
norma yang terkandung dalam peraturan di atasnya.
Dalam hirarki tersebut terkandung sifat pemancaran dari
peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan di bawahnya
secara holistik, dan tidak terpisah-pisah.

Dalam dinamika pertumbuhan produk hukum
dewasa ini, di samping tujuh jenis peraturan perundang-
undangan di atas, persoalan kemudian mengemuka
ketika bermunculan berbagai produk hukum yang bersifat
institusional dan sektoral seperti di kementerian muncul
peraturan menteri dan surat edaran. Seluruh kementerian
memiliki produk peraturan menteri yang memberi aturan
kepada instansi di bawahya dan cenderung berlaku umum
terkait dengan pihak ketiga di luar instansi kementerian
bersangkutan.
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Beberapa kasus yang penting untuk
dipertimbangk Pemerintah Daerah memiliki jenis
produk hukum Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang
dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan
DPRD mengatur terbatas kepentingan yang menjadi
landasan kebijakan sebatas wilayah pemerintahan daerah
bersangkutan, yang oleh karenanya Peraturan Daerah
tersebut tidak berlaku bagi pemerintah lainnya. Akan tetapi,
setiap peraturan daerah yang diterbitkan mesti memuat
dalam dasar mengingatnya Peraturan Menteri yang terkait
dengan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan. Ketentuan
lain yang sekalipun tidak dimuat dalam Peraturan Daerah
yang mesti menjadi pertimbangan Kepala Daerah dalam
mengambil kebijakan, adalah Surat Edarah yang diterbitkan
oleh Kementerian. Oleh karenanya, kedudukan Peraturan
Daerah yang jelas-jelas dengan tegas merupakan jenis
produk hukum yang diatur sebagai produk hukum, tidak
dapattidak secara materil mesti mengacu kepada Peraturan
Menteri yang tidak ada dalam ketentuan mengenai produk
peraturan perundang-undangan, sedangkan secara
semangat dan muatan yang hendak dirumuskan, tidak
jarang pertimbangan-pertimbangan terhadap surat edaran
yang diterbitkan oleh kementerian mesti dirujuk dan
dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan daerah.

Persoalan procedural ini tidak muncul dalbentuk
seperti itu saja, tidak jarang, begitu banyaknya peraturan
menteri dan keputusan-keputusan lainnya yang dibuat oleh
kementerian, pemerintah daerah dan organisasi perangkat
daerah (OPD) mengalami kegagapan untuk menyikapinya
terkait dengan kebijakan yang mesti diambil untuk
kepentingan daerah. Di sisi lain, kewenangan Kemendagri
sebagai Pembina produk hukum daerah, kedudukannya
dapat membatalkan peraturan daerah yang dibuat oleh
pemerintah daerah.
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